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Kata Pengantar

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan hasil kajian tentang
posisi Industri tembakau dan rokok nasional ditengah gencarnya kampanye
anti tembakau internasional, yang diterjemahkan secara kongkrit dalam
regulasi-regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Judul Kriminalisasi Berujung
Monopoli diillhami oleh maraknya kampanye anti tembakau yang diikuti
dengan dibuatnya berbagai aturan hukum oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, yang seakan menjadikan kegiatan produksi, perdagangan

serta konsumsi tembakau dan rokok sebagai kegiatan kriminal.

Tak banyak anggota masyarakat yang mengetahui dengan baik bahwa
rujukan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk membuat aturan-
aturan anti tembakau dan rokok di berbagai level itu adalah Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah perjanjian internasional yang
hendak menyeragamkan aturan dan membatasi produk rokok dan tembakau.
Kajian dalam buku ini dengan jelas menunjukkan bahwa perjanjian yang
diadopsi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini tidaklah “murni untuk
kesehatan”. Ada kepentingan bisnis multinasional yang bermain dengan cantik
di belakangnya. Kepentingan tersebut tampak dari pembiayaan kampanye anti
rokok dan pembuatan UU, Peraturan Daerah (Perda), serta berbagai regulasi
anti tembakau dan rokok lainnya dengan alasan kesehatan publik, yang ternyata
bersumber dari perusahaan-perusahaan farmasi dan perusahaan-perusahaan

rokok multinasional.
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Masuknya berbagai aturan internasional yang sarat kepentingan ke
dalam hukum nasional baik melalui ratifikasi maupun adopsi ke dalam UU
sektoral telah menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap kedaulatan
bangsa dan perekonomian rakyat. Kuatnya kepentingan perusahaan raksasa
dalam “rezim kesehatan internasional” telah menyebabkan kerugian ekonomi
nasional berupa bangkrutnya usaha rakyat, hilangnya lapangan kerja dan
suramnya masa depan petani tembakau. Standarisasi produksi rokok yang
terus dipaksakan melalui regulasi-regulasi yang bersumber dari FCTC tekanan
yang berat bagi perusahaan-perusahaan nasional yang berakhir dengan akuisisi
oleh perusahaan asing. Masa depan industri rokok, yang boleh dikatakan
merupakan satu-satunya industri nasional yang tersisa di tengah gempuran
produk-produk asing, seakan dibiarkan karam justru oleh para pengambil

kebijakan yang secara formal dipilih lewat mekanisme demokrasi.

Buku ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang kami lakukan
dengan dukungan dari lembaga Indonesia Berdikari (IB) dari Oktober 2010
hingga Februari2011. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi para pengambil kebijakan baik di pemerintahan dan parlemen dalam

menyusun regulasi tembakau dan rokok yang melindungi kepentingan nasional.

Kami berterimakasih kepada Indonesia Berdikari (IB) yang telah
memberi kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian dan sekaligus
mempublikasikan karya ini. Secara khusus ucapan terimakasih kami sampaikan
kepada Bapak Puthut EA, Bapak Raharja Waluya Jati, Bapak Rudi FX, Mas
Koko dan rekan-rekan IB yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu
atas segala dukungan yang diberikan dalam proses persiapan, pelaksanaan dan

finalsiasi penelitian sehingga menghasilkan buku ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang telah
bersedia menjadi narasumber baik untuk kepentingan wawancara, maupun
Focus Group Discussion (FGD) selama proses peneitian, dalam hal ini Bapak
Arief Wibowo (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan; Anggota Panitia Kerja
RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau), Drg. Yunita, MKM (Seksi
Promkes, Dinkes Kota Bogor), Drs. Hasbhy, M.Si (Kabag Hukum, Pemkot
Bogor), Bapak Tria (Ketua LSM No Tobacco Community), Ibu Christina



Sulistyorini (Project Management Support, Yayasan Swiss Contact), Bapak
Catur Saptono (Pengamat Hukum Publik), Bapak Budidoyo (Sekjen Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia), dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat
kami sebutkan satu per satu. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan
yang berharga bagi bangsa ini, khususnya bagi pembuatan kebijakan yang
benar-benar diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional dan benar-
benar berpihak kepada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.
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Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Industri tembakau, lebih khusus lagi industri rokok kretek, boleh dikatakan
merupakan salah satu industri pertama yang lahir dan berkembang di negeri
ini. Usia industri ini telah lebih dari seratus tahun, setara dengan usia kegiatan
eksploitasi migas di tanah air. Ia berkembang sangat pesat sejak abad ke-19 dan
telah menghasilkan produksi yang diekspor ke negara-negara Eropa pada masa itu.
Awal mula industri ini berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah, yang kemudian
menyebar ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Sejak masa pemerintahan
Hindia Belanda, rokok kretek telah menjadi komoditas ekspor yang utama, selain

ekspor hasil kebun, hasil tambang dan sumber daya alam lainnya.

Industri rokok dan tembakau merupakan salah satu industri nasional yang
masih cukup kuat hingga saat ini, ditengah kecendrungan “deindusrialisasi”
yang terjadi di Indonesia dalam satu dasa warsa terakhir. Keberadaan industri
rokok telah memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan, penyerapan
tenaga kerja, maupun pendapatan negara. Nilai penjualan rokok nasional
dapat mencapai Rp 200 trilun per tahun. Selain itu, nilai ekspor rokok tahun
2009 sebesar 419,27 juta dollar AS, meningkat 11,62 % dibandingkan
tahun sebelumnya yakni sebesar 375,6 juta dollar AS (Deptan, 2010). Meski
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demikian, dalam beberapa tahun terakhir nilai impor rokok dan tembakau
juga mengalami peningkatan, karena kemampuan produksi nasional yang tidak

mencukupi seluruh kebutuhan yang ada.

Jika diamati secara mendalam, industri rokok merupakan satu-satunya
industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Karakter industri
rokok lebih unggul dibandingkan dengan industri nasional lainnya yang masih
tersisa seperti industri besi baja dan industri pangan. Mulai dari penyediaan input
produksi, pengolahan, hingga proses pendistribusiannya, semuanya dikerjakan
di dalam negeri oleh pelaku-pelaku usaha nasional dengan melibatkan tenaga
kerja yang sangat besar jumlahnya. Berdasarkan status pengusahaannya, rata-
rata luas areal tembakau tahun 2005 - 2009 didominasi oleh perkebunan
rakyat sebesar 97,43 persen. Sisanya, 2,57 persen, dikuasai Perkebunan Besar
Negara (PBN), dan tidak ada Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang melakukan
penanaman tembakau. Kegiatan-kegiatan di seluruh tingkatan produksi dan

perdagangannya juga dikerjakan oleh tenaga kerja nasional.

Ini berbeda dengan kebanyakan industri lain seperti industri mie instan,
yang juga merupakan salah satu industri nasional yang relatif kuat, yang hampir
seluruh input gandumnya dipasok dari impor. Demikian pula halnya dengan
industri besi baja yang komponen inputnya juga berasal dari sumber-sumber
impor. Sementara dalam industri rokok, meskipun ada komponen impor dalam

industri ini, namun jumlahnya sangat minimal.

Tidak disangsikan lagi bahwa industri ini menyerap tenaga kerja dalam
jumlah yang sangat besar, baik yang langsung bekerja dalam dalam sektor
penyediaan input (pertanian tembakau), sektor pengolahanya (pabrik rokok),
maupun sektor penjualan (perdagangan dalam negeri dan ekspor rokok). Selain
itu rantai industrinya yang sangat lengkap menyediakan kesempatan kerja
secara tidak langsung bagi masyarakat seperi pedagang kaki lima, warung-

warung kelontong, dan sebagainya.

Data Internasional Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa
jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam industri rokok di Indonesia

mencapai angka 10 juta orang (ILO, 2003). Jumlah tersebut sangatlah besar,
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karena mencapai 30 persen dari jumlah tenaga kerja sektor formal di Indonesia,

atau 10 persen dari jumlah tenaga kerja secara keseluruhan.

Industri ini juga memberikan sumbangan sangat besar terhadap
pendapatan negara dari pembayaran cukai. Data APBN 2010 menunjukkan
bahwa cukai yang diterima negara dari industri rokok mencapai Rp.62,75
triliun. Jumlah tersebut belum termasuk pajak lainnya yang dibayarkan oleh
perusahaan tembakau, pajak yang dibayarkan tenaga kerja dan dana sosial

(CSR) yang diserahkan oleh industri ini.

Tabel I
Penerimaan Cukai 2002-2011

Cukai .
Tahun (dalam Triliun Rupiah) Peningkatan (%)
2002 22,469
2003 26,114 16.22
2004 28,442 8.91
2005 32,245 13.37
2006 38,523 19.47
2007 42,035 9.12
2008 45,718 8.76
2009 54,545 19.31
2010 59,266 8.66
2011 62,759 5.89

Sumber : Bank Indonesia, 2011

Jumlah penerimaan negara dari industri rokok tersebut jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan pendapatn negara yang diperoleh dari ekploitasi sumber
daya alam tambang yang selama ini menjadi andalan investasi di Indonesia.
Secara keseluruhan penerimaan negara dari tambang hanya sebesar Rp.13,77
triliun rupiah dalam tahun 2011. Padahal investasi di sektor tambang telah
melahap lahan dalam jumlah yang sangat besar. Luas lahan eksploitasi
pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan
mencapai 42 juta hektar. Sementara lahan yang diperuntukkan bagi industri

tembakau hanya sebesar 198 ribu hektar.
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Meskipun demikian, pertanian tembakau dan industri rokok nasional
menghadapi tantangan yang besar dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu
penyebab utamanya adalah ditandatanganinya berbagai perjanjian perdagangan
bebas oleh pemerintah yang menyebabkan arus impor tembakau dan rokok dari
luar negeri meningkat. Di antaranya adalah perjanjian-perjanjian perdagangan
bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (CAFTA) dan ASEAN-India.
Kedua negara tersebut merupakan negara-negara penghasil tembakau dan
rokok terbesar di dunia, dan merupakan kompetitor utama Indonesia baik di

pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2003 impor tembakau sebanyak 29.579 ton, meningkat menjadi
35.171 ton pada tahun 2004 dan terus bertambah menjadi 48.142 ton pada tahun
2005. Tidak hanya itu, ternyata impor rokok ke Indonesia juga sangat besar yaitu
mencapai 520.000 ton per tahun. Impor tembakau dan rokok terus mengalami
peningkatan sejak perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China ditandatangani
pada tahun 2005. Pada tahun 2010 impor tembakau meningkat menjadi 186 ribu
ton dengan nilai impor sebesar 673,120 juta dollar AS (Bank Indonesia, 2011).

Sementara pada sisi lain, kegiatan Industri rokok dan tembakau
mendapat tekanan dari rezim internasional melalui Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC). Perjanjian yang disepakati di bawah organsiasi
kesechatan dunia (World Health Organization/€WHO) ini tengah dipaksakan
untuk menjadi aturan hukum nasional Indonesia melalui ratifikasi dan adopsi
ke dalam UU sektoral, dalam hal ini UU di bidang kesehatan. FCTC adalah
merupakan perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk membatasi
produksi, distribusi dan penjualan tembakau di dunia dengan alasan kesehatan.

Selain itu FCTC berisikan dukungan bagi kegiatan kampanye anti rokok
secara internasional dan nasional, yang dibiayai oleh sektor-sektor industri
yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. Salah satu target penting dari
kampanye anti rokok internasional adalah bagaimana melakukan penjualan
produk pengganti nikotin (yang disebut dengan Nicotine Replacement Theraphy
atau NRT) secara massal. Belakangan ini kegiatan tersebut didukung oleh
Bank Dunia (WB) dan telah dimasukkan ke dalam satu program pencapaian

pembangunan Millennium Development Goals (MDGs).
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Di dalam negeri kegiatan untuk memasyarakatkan FCTC melibatkan
berbagai organisasi sosial (NGO atau LSM), organisasi kesehatan, organisasi
kedokteran dan bahkan organisasi keagamaan. Seluruh organisasi tersebut
dibiayai langsung oleh “rezim kesehatan internasional” yang menyalurkan
dananya lewat Yayasan Blomberg. Sebagai bentuk dukungan terhadap FCTC,
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia
telah mengeluarkan fatwa haram merokok. Fatwa yang memicu silang pendapat
itu, terutama dari ormas-ormas keagamaan Islam lainnya, sempat menjadi tema

yang hangat dalam perbincangan-perbincangan di ruang publik.

Pengaruh “rezim kesehatan internasional” yang berupaya menghidupkan
gerakan anti rokok tidak hanya ditujukan kepada organisasi sosial dan
organisasi keagamaan, akan tetapi juga kepada para pengambil kebijakan.
Dengan memanfaatkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang berlaku
di Indonesia saat ini, “rezim kesehatan internasional” itu membiayai lahirnya
berbagai peraturan daerah (PERDA) yang substansi aturannya jelas-jelas
bersumber dari pasal-pasar yang termaktub dalam FCTC. Hasilnya cukup
fenomenal, puluhan daerah di Indonesia telah secara resmi mengeluarkan
Perda anti rokok tanpa harus mengacu pada aturan hukum nasional yang
tingkatannya lebih tinggi.

Pada tingkat pemerintah pusat upaya untuk menekan industri rokok
dilakukan melalui kebijakan menaikkan cukai rokok. Alasan utama pemerintah
adalah untuk menaikkan pendapatan negara. Namun secara substansial,
tampak jelas bahwa kebijakan menaikkan cukai ini juga diarahkan untuk
meminimalisir industri rokok skala menengah dan kecil. Sebagai contoh,
keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang
kenaikan cukai rokok telah mengakibatkan bangkrutnya sejumlah perusahaan
rokok. Disebutkan, akibat kebijakan tersebut jumlah pabrik rokok di Malang
Raya terus menurun dari 114 pabrik pada tahun lalu, kini hanya tersisa sekitar
30 pabrik rokok kecil (Kompas, 23/2/2010). Kebijakan menaikkan cukai
merupakan salah satu klausul penting dalam FCTC dan merupakan salah satu
jurus yang direkomendasikan oleh lembaga keuangan global IMF dan Bank
Dunia sebagai bentuk dukungannya pada FCTC.
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Pada tahun 2011 pemerintah dan DPR merancang Undang Undang
(RUU) tentang pembatasan rokok untuk kesehatan. Jika membaca seluruh
draft rancangannya maka dapat disimpulkan bahwa RUU ini mengadopsi
sepenuhnya pasal-pasal dalam FCTC. Oleh pemerintah dan DPR RUU ini
direncanakan rampung dan dapat disahkan dalam tahun 2011.

Arah kebijakan dari “rezim kesehatan internasional” dan kebijakan
pemerintah Indonesia sangat mengancam posisi industri tembakau dalam negari.
Meluasnya kampanye anti rokok dan kenaikan harga cukai rokok yang berlangsung
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir justru meningkatkan agresifitas
perusahaan-perusahaan multinasional dalam mengambil alih pasar nasional baik
dari perusahaan kecil dan menengah maupun dari perusahaan besar nasional.
Perusahaan rokok besar nasional seperti Sampoerna telah diambil alih oleh Philip
Morris Internasional pada tahun 2005, dan sebelumnya British American Tobacco

telah mengambil alih saham pabrik rokok Benteol pada tahun 2009.

Sementara pada sisi lain, regulasi dan kampanye anti rokok sangatlah
menguntungkan perusahaan multinasional baik yang bergerak dalam industri
rokok dan tembakau maupun yang bergerak dalam industri farmasi yang terus
berupaya memasarkan produk pengganti tembakau. Industri-industri farmasi
terkait juga berupaya menggolkan UU yang memungkinkan negara membangun
klinik-klinik pengobatan terhadap perokok yang dalam pandangan mereka

dikategorikan sebagai orang sakit yang harus disembuhkan secara medis.

I.2. Fokus Analisis dan Sistematika Penulisan

Berangkat dari paparan di atas, buku ini berupaya untuk mengeksplorasi
lebih dalam aspek-aspek ekonomi, politik dan hukum di balik gerakan anti
tembakau internasional, baik lewat FCTC maupun hal-hal yang terkait
dengannya, tak terkecuali beraneka metode “infiltrasi kebijakan” anti tembakau
baik di tingkat pusat maupun daerah, dan dampaknya bagi perkembangan
sektor ekonomi yang terkait dengan tembakau dan produk-produk turunannya
di tingkat nasional maupun lokal.
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Untuk mendekati persoalan yang dibahas, posisi yang diambil oleh
tim penulis/peneliti adalah jelas, yaitu melihat persoalan tembakau dari sisi
kepentingan nasional bangsa Indonesia, khususnya dari sisi keharusan untuk
memelihara dan mengembangkan industri nasional serta menghormati isi
konstitusi yang mengamanatkan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia,
tak terkecuali para petani, pekerja dan wirausahawan tembakau nasional.
Dengan fokus kajian yang relatif bervariasi, sudut pandang atau perspektif
analisis yang digunakan di setiap bab dapat saja berbeda satu sama lain, sesuai
dengan konteks pembahasan dan kompleksitas masalah yang menyertainya,
meskipun semua itu tetap diletakkan dalam spirit semangat kebangsaan dan

pembelaan atas hak-hak ekonomi rakyat.

Secara umum sistematika penulisan dalam buku ini dapat dikemukakan

sebagai berikut:

e BabImerupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang dan gambaran

umum dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam kajian ini.

e Bab II menganalisis posisi Indonesia dalam persaingan internasional
dalam bisnis tembakau dan rokok, dengan menggunakan perspektif
perdagangan internasional, khususnya yang terkait dengan strategi
setiap negara untuk mencapai kepentingan ekonominya dalam bisnis

tembakau dan rokok.

e Bab III menganalisis secara kritis latar belakang pembentukan
konvensi internasional untuk mengontrol tembakau (FCTC), sekaligus
menyibak kepentingan-kepentingan yang menyelubungi langkah-
langkah untuk memaksakan pemberlakuan FCTC ke seluruh dunia.
Tak ketinggalan, bab ini juga akan mendeskripsikan aktor-aktor
yang terlibat dalam kampanye internasional ini, sekaligus aktivitias-
aktivitas yang dijalankannya untuk memaksimalkan pencapaian

tujuannya, tak terkecuali di Indonesia.

e Bab IV berisi analisis dengan perspektif hukum yang mengupas adopsi
FCTC dalam hukum nasional Indonesia dalam berbagai peraturan
dan perundangan yang diberlakukan atau potensial diberlakukan di

Indonesia.
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e Bab V merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yang berisi
perspektif hukum yang ditujukan untuk mengemukakan argumen-
argumen tentang terjadinya pelanggaran konsitusi dalam penerapan

rezim pengaturan tembakau di Indonesia.

e Bab VI merupakan analisis tentang peraturan-peraturan daerah
atau Perda-perda anti rokok yang secara massif kini dilakukan oleh
beberapa daerah, berikut penerapan-penerapannya di lapangan. Bab
ini akan menggunakan perspektif analisis kebijakan publik, sekaligus
dengan menunjukkan bagaimana “variabel-variabel” eksternal

bermain dalam medan kebijakan anti tembakau di daerah-daerah.

e Bab VII merupakan analisis penutup, yang ditujukan untuk
mengemukakan beberapa kesimpulan penting dari kajian ini, sekaligus
menghadirkan analisis akhir yang dipandang berguna bagi masa depan
bangsa ini, khususnya dalam hal keniscayaan untuk memelihara dan
mempertahankan industri nasional di bidang tembakau dan produk-
produk yang terkait, yang sedang menjadi obyek permainan aneka
kepentingan internasional yang bersembunyi di belakang dalih-dalih

kesehatan publik.
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I.1. Persaingan Memperebutkan Pasar

Tembakau dan produk tembakau memiliki kedudukan yang sangat
penting dalam ekonomi dan perdagangan dunia dewasa ini. Komoditi
tembakau adalah bisnis besar dalam perdagangan Internasional. Industri ini
berperan besar dalam meyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan
bagi masyarakat dunia. Tidak hanya itu, industri tembakau dan rokok telah
memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara, baik negara maju

maupun negara berkembang.

Secara keseluruhan pasar tembakau global bernilai 378 milyar dollar
AS, dan bertumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2012,
nilai pasar tembakau global diproyeksikan meningkat 23 persen lagi, mencapai
464,4 milyar dollar AS. Jika seluruh industri tembakau besar digabungkan dan
diibaratkan sebuah “negara”, maka posisinya akan menduduki peringkat ke-23
terbesar di dunia dalam hal produk domestik bruto (PDB), melebihi PDB dari

negara-negara seperti Norwegia dan Arab Saudi.
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Pertanian tembakau dan industri rokok telah lama berkembang pesat
dan tersebar hampir merata di seluruh penjuru dunia. Perkembangan kinerja
industri ini ditunjukkan oleh perkembangan dalam produksi dan konsumsi
tembakau maupun produksi rokok dalam rentang waktu 50-an tahun terakhir.
Antara tahun 1960 — 2007 produksi daun tembakau dunia meningkat dari rata-
rata 3,57 ton menjadi 6,33 juta ton per tahun atau tumbuh rata-rata sebesar
1,21 persen per tahun. Sejalan dengan itu, produksi rokok dalam kurun waktu
yang sama juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,72 persen per tahun
(Rachmat dan Nuryani, 2009).

Tahun 2008 China tumbuh dan menguasai lebih dari 40 persen pasar
tembakau dunia, tetapi hanya 5 persen dari daun tembakau China yang diekspor.
Bersama Brasil dan India, China memproduksi sebagian besar daun tembakau di
dunia, menyalip mantan produsen utama seperti AS. Volume ekspor rokok AS
telah menurun lebih dari 50 persen sejak tahun 1996, meskipun nilainya masih
tetap tinggi, yaitu senilai 1,2 milyar dollar AS pada tahun 2006 (sebagian besar
diekspor ke Jepang). Negara maju lainnya yaitu Belanda dan Jerman masing-masing
mengakumulasi ekspor senilai lebih dari 3 milyar dollar AS rokok per tahun.

Tabel I1.1.
Negara-Negara Produsen Tembakau Terbesar di Dunia
(dalam 000 Ton)

No. Pmd‘(‘(l)‘(s)loT;::;aka“ Aktual 2000 Proyeksi 2010
1. China 2298.8 2972.5
2. India 595.4 685.4
3. Brazil 520.7 584.7
4. AS 408.2 526.8
5. Uni Eropa (15) 314.5 300.9
6. Zimbabwe 204.9 232.8
7. Turki 193.9 268.8
8. Indonesia 166.6 119.6
9. | Eks Uni Soviet 116.8 70.0
10. | Malawi 108.0 137.9

World 6137.7 7160.0

Sumber : FAO, 2003

12



KRIMINALISAST BERUJUNG MONOPOLI

Data FAO di atas memperlihatkan, sebagian besar negara penghasil
terbesar tembakau diprediksi akan meningkat produksinya. Dua negara yang
diprediksi menurun produksinya yaitu Indonesia, negara-negara bekas Uni
Soviet dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE). Sementara negara-negara
lainnya khususnya lima besar produsen global akan terus menambah produksi

mengingat tingginya permintaan tembakau di pasar global.

Data FAO juga memperlihatkan peningkatan kapasitas produksi rokok
dan tembakau mengikuti peningkatan dalam permintaan (demand), yang
menghasilkan peningkatan perdagangan rokok secara signifikan. Dalam
periode 1961 -2007 ekspor tembakau meningkat antara 2,19 persen hingga
4,58 persen per tahun. Sementara harga daun tembakau meningkat 2,39 persen
per tahun. Selanjutnya dalam periode yang sama ekspor rokok dunia juga
mengalami peningkatan yang besar, yaitu 6,44 persen per tahun. Dua produk
utama rokok yaitu sigaret dan cerutu meningkat masing-masing sebesar 6,26
persen dan 4,58 persen per tahun.

Peningkatan dalam produksi tembakau dan olahannya terutama
disebabkan karena industri ini telah berkembang secara relatif merata. Sektor
ini tidak seperti sektor industri lain yang lebih banyak didominasi negara-negara
maju. Bahkan ada kecenderungan kuat, industri ini telah bergeser ke negara-
negara berkembang. Kuatnya pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara
maju terhadap industri ini menjadi salah satu penyebab bergesernya kegiatan
produksi tembakau dan rokok ke negara berkembang.

Sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan FAO menyebutkan bahwa
terdapat sekitar 100 negara penghasil tembakau. Produsen utama adalah China,
India, Brasil, Amerika Serikat, Turki, Zimbabwe dan Malawi, yang bersama-
sama memproduksi lebih dari 80 persen dari tembakau dunia. Tahun 2007
China, Brasil, India dan AS memproduksi 67,76 persen produksi tembakau
global. China sendiri disebutkan mengakumulasi lebih dari 35 persen dari

produksi dunia saat ini.
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Tabel 11. 2.
Produsen tembakau Terbesar di Dunia

1970 1980 2007

Negara % Produksi Negara % Produksi Negara % Produksi
AS 18.54 China 37.50 China 38.87
China 17.28 AS 10.46 Brasil 14.73
India 7.23 India 7.82 India 8.43
Eks Uni Soviet 5.70 Brasil 6.31 AS 5.73
Brasil 5.23 Turki 4.20 Argentina 2.76
Japan 3.24 USSR 4.01 Indonesia 2.67
Turki 3.21 Italia 3.05 Malawi 1.91
Bulgaria 2.61 Indonesia 2.22 Pakistan 1.67
Pakistan 2.48 Yunani 1.92 Italia 1.62
Canada 2.16 Zimbabwe 1.85 Zimbabwe 1.28
Negara Maju 33.33 20.74 11.51
Negara 62.50 75.16 81.69
Berkembang
NT 4.17 4.10 6.81
Total Produksi
Daun
Tembalkan 4663.17 7137.44 6326.25
dunia (ribu ton)

Sumber : FAO 2009

Permintaan tembakau dan rokok yang semakin meningkat merupakan
pemicu peningkatan perdagangan sektor ini. Tingginya permintaan tersebut
dikarenakan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan dalam
pendapatan masyarakat dunia. FAO memperkirakan sampai tahun 2010
produksi, konsumsi dan perdagangan tembakau diproyeksikan mencapai lebih
dari 7,1 juta ton, naik dari 5,9 juta ton di tahun 1997-1999.

Sedangkan jumlah perokok diperkirakan tumbuh dari 1,1 miliar orang
pada tahun 1998 menjadi sekitar 1,3 miliar orang pada 2010. Ini merupakan
kenaikan sekitar 1,5 persen per tahun. Jumlah konsumsi tembakau relatif
merata antara negara maju dengan negara berkembang. FAO memperkirakan

jumlah perokok di 15 negara Uni Eropa dalam tahun 2010 masih berada pada
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urutan kedua terbesar setelah China, dengan angka konsumsi mencapai 690.600
ton. China berada urutan pertama dengan konsumsi sebesar 2.659.500 ton.

Sedangkan AS berada pada urutan keempat setelah India.

Tabel 11.3.
Jumlah Konsumsi Tembakau (dalam 000 Ton)

No K°“S‘(1(r)nos(; i‘:}’akau Aktual 2000 Proyeksi 2010
1 China 2627.5 2659.5
2. | Uni Eropa (15) 724.1 690.6
3. |India 470.3 563.8
4. | Eks Uni Soviet 442.4 442.3
5 AS 434.4 433.8
6. |Brasil 202.5 257.9
10. |Japan 169.5 -
11. |Indonesia 156.1 -
12. |Turki 133.6 -
13. |Pakistan 90.0 -

World 6769.1 7151.5

Sumber : FAO, 2003.

Total jumlah konsumsi tembakau secara akumulatif cenderung mengikuti
besarnya jumlah penduduk. Negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar
di dunia seperti China, India, AS, Brasil, Jepang, dan Indonesia mengakumulasi

total konsumsi tembakau terbesar.

Meskipun konsumsi tembakau di negara maju menurun akibat berbagai
pembatasan yang dilakukan pemerintahnya, akan tetapi negara maju secara
keseluruhan masih menjanjikan pasar yang sangat besar. Jumlah konsumsi
tembakau di AS mencapai tiga kali lebih besar dibandingkan konsumsi tembakau
di Indonesia. Konsumsi tembakau AS dalam tahun 2000 diperkirakan mencapai
434.400 ton, sedangkan Indonesia hanya sekitar 156.100. Jumlah konsumsi
tembakau AS hanya menurun sedikit dalam tempo 10 tahun menjadi 433.800 ton.

Jika dicermati dari konsumsi perkapita, nilai konsumsi negara berkembang
dan negara terbelakang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara maju.
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Sejak tahun 1980 hingga saat ini konsumsi tembakau perkapita di negara maju
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Negara-negara
seperti Luksemburg, Belanda, Uni Emirat Arab, Swiss, Belgia, dan Denmark,
merupakan negara-negara dengan konsumsi tembakau perkapita yang sangat
tinggi, jauh melampaui rata-rata konsumsi perkapita negara berkembang.
Secara keseluruhan negara maju memiliki tingkat konsumsi perkapita rata-
rata 2,06 kg pertahun, sedangkan negara berkembang dan negara terbelakang
masing-masing 0,70 kg dan 0,51 kg perkapita per tahun (FAO,2007).

Tabel I1. 4.
Daftar 10 Negara dengan Konsumsi tembakau
Perkapita Tertinggi di Dunia

1980 2007
Negara Konsumsi kg/kapita Negara Konsumsi kg/kapita
Albania 12.74 Luxembourg 21.56
Singapura 8.17 Djibouti 8.76
Laos 8.15 Paraguay 6.94
Bulgaria 6.11 Laos 6.87
Belanda 5.33 Belanda 6.34
Yugoslavia 3.72 Uni Emirat Arab 4.86
Turki 3.65 Swiss 4.22
Korea Utara 3.24 Belgia 3.45
Denmark 3.19 Denmark 3.27
Luksemburg 3.16 Korea Utara 2.66
DUNIA 1.34 0.94
Negara Maju 2.23 2.06
Negara Berkembang 0.82 0.70
Negara terbelakang 0.56 0.51

Sumber : FAO, 2009 (diolah)

Meningkatnya konsumsi tembakau biasanya memiliki keterkaitan erat
dengan meningkatnya pendapatan suatu masyarakat di suatu negara. Itulah
sebabnya konsumsi tembakau di negara-negara maju tetap tinggi meskipun
berbagai pembatasan dilakukan oleh pemerintahanya. Demikian sebaliknya
konsumsi tembakau yang rendah di negara berkembang juga disebabkan oleh

tingkat pendapatan masyarakat yang juga relatif rendah. Tingginya permintaan

16



KRIMINALISAST BERUJUNG MONOPOLI

dan konsumsi tembakau di dunia, secara khusus di negara-negara maju
menciptakan pasar yang sangat menjanjikan bagi perkembangan industri ini
di masa depan.

I1.2. Perusahaan Tembakau dan Produk Olahan Tembakau

Industri tembakau tergolong dalam kelompok industri dengan keuntungan
yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan yang menjadi pemain utama dalam
industri ini merupakan sebagian dari perusahaan-perusahaan terkaya di dunia.
Demikian halnya dengan perusahaan besar dengan pangsa pasar domestik juga

merupakan perusahaan yang cukup kaya di negaranya masing-masing.

Secara total, pasar tembakau bernilai sekitar 614 miliar dollar AS di
tahun 2009. China adalah pasar terbesar berdasarkan jumlah rokok yang
dikonsumsi. Terdapat sekitar 350 juta perokok di Cina yang mengkonsumsi
sekitar 41 persen dari total konsumsi tembakau dunia. Namun industri rokok

di China dimiliki negara melalui National China Tobacco Corporation.

Sedangkan di luar China, empat perusahaan terbesar tembakau
internasional menyumbang sekitar 46 persen dari produksi di pasar global.
British American Tobacco (BAT) memperkirakan pangsa pasar rokok untuk
tahun 2009 dikuasai oleh perusahaan Phillip Morris International (16 persen),
British American Tobacco (13 persen), Japan Tobacco (11 persen) dan Imperial
Tobacco (6 persen). Philip Morris International (PM) yang berbasis di AS,
sementara British American Tobacco dan Imperial Tobacco berbasis di Inggris.
Dengan demikian kendali atas bisnis tembakau/rokok sesungguhnya masih
tetap berada ditangan perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari

negara-negara maju.
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Tabel IL.5.

Gambaran Perusahaan Tembakau dan Rokok Terbesar di Dunia

Nama Gambaran Perusahaan Keuangan
Perusahaan
Bisnis ini dibentuk pada 1902, sebagai Dalam tahun 2009
perusahaan patungan antara Inggris Imperial perusahaan memperoleh
Tobacco Company dan American Tobacco revenue sebesar £14,208
Company. million tumbuh
sebesar 17 percent and

Memproduksi beberapa 724.000.000.000 keuntungan operasi
rokok kepada 50 pabrik rokok di 41 negara. sebesar £4,101 million
Perusahan ini mempekerjakan lebih dari 60.000 | tumbuh sebesar 15
tenaga kerja. Membeli sekitar 400.000 ton persen.

British daun tembakau tahun, sekitar 80 persen dari

At itu dengan volume dari petani dan pemasok di

Tobacco (BAT)

negara berkembang.

Melakukan ekspansi Hindia Barat pada tahun
1904, ke India, Ceylon dan Mesir pada tahun
19035, Belanda, Belgia, Swedia dan Norwegia
pada tahun 1906, Finlandia, Indonesia dan
Afrika Timur pada tahun 1908, dan Malaya
(sekarang Malaysia) pada tahun 1911. Tahun
2009 mengakuisisi Bentul sebuah perusahaan
rokok kretek terbesar keempat di Indonesia
senilai 580 juta dollar AS.

Philip Moris
International
(PMI)

Didrikan pada tahun 1847 di London’s Bond
Street sebagai sebuah perusahaan keluarga.
Dalam tahun 1881 menjadi perusahaan public,
Leopold Morris bergabung dengan Joseph
Grunebaum dan mendiirikan Philip Morris &
Company dan Grunebaum, Ltd.

Philip Morris International (PMI) adalah
perusahaan tembakau terkemuka internasional,
dengan produk yang dijual di sekitar 160
negara. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar
70.000 tenaga kerja dengan 60 perusahaan.
Pada tahun 2009, perusahaan menguasai sekitar
15,4 persen perkiraan pasar rokok internasional
di luar AS, atau 26,0% tidak termasuk Republik
Rakyat China dan Amerika Serikat

Perusahaan ini mengakuisi bnyak perusahaan
di berbagai negara. PT. Philip Morris Indonesia,
membeli 40% saham PT. HM Sampoerna,
perusahaan rokok terbesar ketiga di Indonesia
pada Maret 2005, menaikkan jumlah saham
mereka di perusahaan tersebut hingga sekitar
97%.

Pada ahir tahun

2008 perusahaan ini
memperoleh pendapatan
operasi sebesar 10.25
miliar dollar AS. Pada
tahun 2009 perusahaan
memperoleh net revenue
sebesar 62,080 juta
dollar AS, dengan
pendapatan operasi
sebesar 10.040 atau
sedikit mengalami
penurunan yaitu sebesar
2.0 % dibandingkan
2008.
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Japan Tobacco

JTI - Japan Tobacco International adalah bisnis
tembakau internasional dari Japan Tobacco,
pengusaha industri terbesar ketiga di dunia,
dengan pangsa pasar global sebesar 11% dan
kapitalisasi pasar sekitar 32 milyar dollar AS.

Kelompok kami dibentuk tahun 1999 ketika
Japan Tobacco Inc. membeli, seharga 8 milyar
dollar AS, unit-unit operasional tembakau
internasional milik perusahaan multinasional

Perusahaan ini
menghasilkan 9,6
milyar dollar AS dalam
penjualan bersih.
Pendapatan Pendapatan
sebelum bunga,

Pajak, Depresiasi dan
Amortisasi engalami
pertumbuhan sebesar
15% dibandingkan

memiliki 51 perusahaan di berbagai lokasi di
seluruh dunia. Dalam tahun 2009 perusahaan
ini mempekerjakan sekitar 39.647 tenaga kerja
di seluruh dunia.

International R.J.Reynolds yang bermarkas di AS. dengan tahun 2008,
S.A. mempekerjakan 25.000 orang di 89 kantor sehingga mencapai 3
dan 29 pabrik dan pusat-pusat Litbang (R&D | miliar dollar AS.
centers) di seluruh dunia.
Tahun 2007, Gallaher, sebuah perusahaan yang
terdaftar di FTSE 100, diakuisisi oleh Japan
Tobacco dengan harga GBP 9.4 miliar. Saat itu,
akuisisi ini merupakan akuisisi asing terbesar
oleh perusahaan Jepang.
Perusahaan dibentuk pada tahun 1901, Oktober | Pada tahun 2009
1996, Imperial Tobacco Group PLC terdaftar di | memproleh nilai
London Stock Exchange. penjualan sebesar
26,517 juta dollar AS.
Imperial Prusahaan ini memasarkan produknya di di Dengan keuntungn
Tobacco lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Memiliki | operasi sebesar

2,337 juta dollar AS.
Mengalami peningkatan
dibandingkan tahun
2008 dari 1,471 juta
dollar AS.

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber

Selain perusahaan-perusahaan besar di atas terdapat juga perusahaan
yang beroperasi di pasar domestik termasuk Eastern Egypt Tobacco, Thailand
Monopoly Tocacco, Bulgaria Bulgartabak, Taiwan Tobacco & Liquor Corp
dan Vietnam Nasional Corporation Tobacco. Para pemain utama di pasar AS
adalah Altria (MO), Lorillard (LO) dan Reynolds Amerika (RAI).

Setelah China, sepuluh negara yang mengkonsumsi jumlah terbesar rokok
adalah Rusia, AS, Jepang, Indonesia, India, Brasil, Ukraina, Turki, Korea dan
Italia. Hubungan antara volume rokok yang dijual dan volume keuntungan
yang dihasilkan tidak selalu berbanding lurus di seluruh pasar. Sebagai contoh,
penjualan Phillip Morris International di rekening negara-negara OECD hanya

sepertiga dari total penjualan, tetapi menyumbang 46% dari total keuntungan.
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Sementara penjualan di negara-negara non-OECD yang mencapai duapertiga

dari total penjualan hanya menyumbang 54% dari keuntungannya.

Perusahaan tembakau mengambil keuntungan sangat besar tidak hanya
dari pasar nasionalnya akan tetapi dari operasi internasionalnya. Pada tahun
2008, diperkirakan sekitar 20 miliar dollar AS yang diterima oleh perusahaan
tembakau besar berasal dari luar wilayah kantor pusat di mana perusahaan
tersebut beroperasi. Kekuasaan perusahaan-perusahaan besar ini berjalan
seiring dengan berpindah-tangannya perusahaan-perusahaan domestik ke
tangan perusahaan-perusahaan multinasional, serta bangkrutnya perusahaan-
perusahaan lokal skala kecil karena ketidakmampuannya untuk bersaing dalam

pasar.

Fakta tersebut menegaskan adanya dominasi modal besar dari negara
maju dalam investasi dan perdagangan tembakau dan produk olahannya.
Negara-negara berkembang masih berada dalam rantai eksploitasi ekonomi,
sebagaimana bentuk-bentuk eksploitasi pada sektor migas, dan sumber daya

alam lainnya.

I1.3. Persaingan Dalam Industri Rokok

Upaya memperebutkan pasar rokok semakin tajam dan telah melibatkan
persaingan yang kompleks. Pertama, persaingan antara negara berkembang
dengan negara maju dalam memperebutkan pasar rokok. Kedua, kompetisi
antara perusahaan tembakau dan produk olahan tembakau dengan perusahaan
farmasi dalam memperebutkan pasar nikotin. Ketiga, pertarungan antara
perusahaan rokok besar dan kompetisi antara perusahaan rokok besar dengan

perusahaan rokok kecil.

Saat ini produk rokok dari negara-negara berkembang sangat sulit
memasuki pasar negara-negara maju karena beberapa faktor. Pertama,
disebabkan oleh hambatan perdagangan yang yang dijalankan oleh negara-
negara maju terkait dengan impor tembakau dan produk tembakau baik itu

dalam bentuk hambatan tarif (¢ariff barrier) maupun hambatan non tarif (non
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tariff barrier). Kedua, peraturan di dalam negeri negara-negara maju sendiri

yang melakukan pengaturan yang ketat terhadap konsumsi tembakau dan

rokok.

Pengalaman Indonesia dalam melakukan perdagangan rokok dengan
AS adalah salah satu bukti sulitnya negara berkembang memasuki pasar
negara maju akibat aturan nasional di negara tersebut. Indonesia akhirnya
menghentikan ekspor rokok kretek ke AS setelah pemerintah AS mengeluarkan

larangan impor rokok kretek.

Pelarangan tersebut dilakukan melalui regulasi tembakau yang
dikeluarkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA). Hal ini terkait
dengan adanya diskriminasi rokok kretek yang tertuang dalam Undang Undang
Kontrol Tembakau (Tobacco Control Act) yang telah disahkan oleh pemerintah
AS. Pada Tobacco Control Act, terdapat aturan pelarangan penjualan rokok
kretek atau aromatik di AS, karena dianggap lebih berbahaya ketimbang rokok

yang tidak beraroma.

Larangan tersebut menyebabkan Indonesia tidak bisa menjual jutaan
batang rokok yang nilainya bisa mencapai 6,4 juta dollar AS. Padahal pada
tahun 2008 Indonesia masih mengekspor 298.932.400 batang rokok atau
sebesar 6.662.992 dollar AS. Tahun 2009, Indonesia mengekspor 267.308.800
batang rokok atau senilai 6.451.226 dollar AS. Sedangkan tahun 2010 Indonesia
tidak mengekspor sama sekali rokok kretek ke AS. Direktur Pemeriksaan dan
Pencegahan Dirjen Bea Cukai Frans Rupang menyatakan, penurunan ekspor
rokok tersebut membuat Indonesia berpotensi kehilangan 240 juta dollar AS

per tahun.
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Food and Drug Administration
Center for Tobacco Products
9200 Corporate Boulevard
Rockville MD 20850-3229

TO: freddy@indonesiacigarettes.com

rahayu_deva@telcom.net

FROM: Food and Drug Administration

Balasan: 65 rokok kretek filter berbeda (misalnya Asam Garam 12, Bentoel
Biru International, Djarum Black Capuccino), 13 rokok kretek tanpa filter

berbeda (misalnya Dana, Sampoerna A Hijau, Sukun Orange 10)
December 14, 2009
SURAT PERINGATAN

The Food and Drug Administration (FDA) mempelajari situs web anda
di alamat internet www.indonesiacigarettes.com pada 14 Oktober 2009,
dan memastikan bahwa situs web anda telah menawarkan untuk menjual
65 rokok kretek filter berbeda (misalnya Asam Garam 12, Bentoel Biru
International, Djarum Black Capuccino), 13 rokok kretek tanpa filter
berbeda (misalnya Dana, Sampoerna A Hijau, Sukun Orange 10) kepada
para konsumen di Amerika Serikat. Di pasal 201(rr) dari Undang-undang
Federal untuk Makanan, Obat dan Kosmetik (FFDCA), sebagaimana
telah diubah oleh Undang-undang Pencegahan Merokok Keluarga dan
Kontrol Tembakau (FSPTCA), 21 U.S.C § 321(rr), produk-produk ini
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merupakan produk tembakau karena dibuat atau berasal dari tembakau

dan ditujukan untuk konsumsi manusia.

Menurut informasi dan materi di situs web anda yang kami pelajari,
produk anda yang tercantum di atas direpresentasikan sebagai rokok
yang mengandung rasa buatan atau alami yang merupakan karakteristik
rasa dari produk dan, karenanya palsu dan/atau misbranded. Pasal
907(a)(1)(A) dari FFDCA, 21 U.S.C. § 387g(a)(1)(A), menyediakan,
sebagai bagian standar produk tembakau, sebuah aturan khusus untuk

tembakausebagai berikut:

[A[ rokok atau salah satu dari bagian komponen (termasuk tembakau,
filter, atau kertas) tidak boleh mengandung, sebagai sebuah unsur
(termasuk unsur asap) atau aditif, suatu rasa buatan atau alami (selain
tembakau atau menthol) atau herbal atau rempah-rempah, termasuk
strawberry, anggur, jeruk, cengkeh, kayu manis, nanas, vanilla, kelapa,
licorice, kokoa, cokelat, cherry, atau kopi, yang mencirikan rasa produk

tembakau atau asap tembakau.

Setelah tanggal 22 September 2009 efektif untuk ketentuan ini, rasa rokok
yang dipasarkan dan dijual di Amerika Serikat yang melanggar ketentuan
ini adalah palsu menurut pasal 902(5) dari FFDCA, 21 USC § 387b(5).

Situs web anda merepresentasikan bahwa produk tercantum di
atas merupakan rokok dan mengandung cengkeh yang merupakan

karakteristik rasa dari produk tembakau.

Jika produk yang diuraikan di atas mengandung cengkeh yang merupakan
karakteristik rasa dari produk tembakau, mereka palsu menurut pasal
902(5) dari FFDCA, 21 USC § 387b(5), karena mereka digambarkan
sebagai rokok dan tidak mematuhi aturan khusus untuk rokok yang
terinci dalam pasal 907(a)(1)(A) dari FFDCA, 21 U.S.C. § 387g(a)(1)
(A). Namun, jika mereka tidak mengandung cengkeh yang mencirikan

rasa produk tembakau, mereka misbranded menurut pasal 903(a)(1) dari
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FFDCA, 21 U.S.C. § 387c(a)(1), sebagaimana label mereka adalah palsu
dan menyesatkan karena membuat representasi bahwa produk tersebut

mengandung cengkeh yang mencirikan rasa dari produk tembakau.

Anda harus segera memperbaiki pelanggaran ini dengan menghentikan
pemasaran dan penjualan produk anda atau mengambil tindakan lain
yang sesuai untuk membawa produk anda sesuai dengan persyaratan
FFDCA.

Kegagalan untuk memperbaiki pelanggaran ini dapat berakibat pada
tindakan regulasi yang diprakarsai oleh FDA tanpa pemberitahuan lebih
lanjut. Tindakan-tindakan ini mungkin termasuk, tapi tidak terbatas

pada, penyitaan dan keputusan.

Jika anda tidak berlokasi di Amerika Serikat, perlu diketahui bahwa
produk-produk tembakau palsu atau misbranded yang ditawarkan
untuk impor ke Amerika Serikat tunduk pada penahanan dan penolakan
penerimaan. Kami akan menyarankan peraturan yang sesuai atau
aparat penegak hukum di negara dimana anda beroperasi bahwa FDA
mengganggap produk anda yang tercantum di atas adalah produk palsu
atau misbranded yang tidak bisa dijual secara legal kepada konsumen di
Amerika Serikat.

Silakan menyampaikan tanggapan tertulis untuk surat ini dalam waktu
15 hari kerja dari tanggal anda menerima surat ini, menjelaskan maksud
anda untuk memenuhi permintaan ini dan menjelaskan rencana anda
untuk menghentikan pemasaran dan penjualan, atau pelabelan ulang
dari produk-produk tembakau ini. Silakan langsungkan tanggapan anda
kepada Ann Simoneau, Regulatory Counsel, Center for Tobacco Products,
Food and Drug Administration, 9200 Corporate Boulevard, Rockville,
Maryland 20850, (240) 276-4017, atau kirim melalui surat elektronik ke
FDAFlavoredCigaretteTaskForcec@FDA.HHS.GOV. Kami mengingatkan

anda bahwa hanya komunikasi tertulis yang dianggap resmi.
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Pelanggaran yang dibahas dalam surat ini tidak selalu merupakan daftar
lengkap. Merupakan tanggung jawab anda untuk memastikan bahwa
produk-produk tembakau anda mematuhi ketentuan yang berlaku dari
FFDCA, sebagaimana telah diubah oleh FSPTCA, yang sedang berlaku.

Sincerely,
/s/

Lawrence R. Deyton, M S.P.H, M.D.

Director, Center Tobacco Products

http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/
ucm194342.htm

UU vyang dibuat pemerintah AS tersebut sesungguhnya merupakan
bentuk hambatan non-tarif (non tariff barrier). Hal ini dibuktikan oleh adanya
dukungan perusahaan-perusahaan rokok besar di negara tersebut terhadap UU
ini. Altria Group, perusahaan induk dari Philip Morris menyatakan bahwa UU
ini merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi konsumen AS dan memuji

peraturan ini sebagai kebijakan yang sangat komprehensif.

Atas dasar hal tersebut pemerintah Indonesia selanjutnya mengajukan AS
ke WTO melalui permintaan pembentukan panel atas tindakan mempengeruhi
produksi dan penjualan rokok kretek. Pada tanggal 7 April 2010, pemerintah
Indonesia meminta konsultasi dengan pemerintah AS sesuai dengan Pasal 1 dan
4 dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement
of Disputes (DSU), Pasal XXII dari General Agreement on Tariffs and Trade
1994 (GATT 1994), Pasal 11 dari Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), dan Pasal 14 dari Agreement
on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) sehubungan dengan dasar
digunakan AS untuk melarang rokok beraroma, termasuk rokok kretek.
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Meskipun Indonesia dan AS setuju untuk mengadakan konsultasi tersebut
pada tanggal 13 Mei 2010, namun konsultasi itu tidak menyelesaikan sengketa.
Ukuran yang subjektif tercermin dalam Pasal 907 dari Family Smoking
Prevention and Tobacco Control Act (the Act), yang melarang produksi atau
penjualan di AS dari semua rokok dengan “rasa karakterisasi” selain mentol
atau tembakau dimulai 90 hari setelah UU tersebut ditandatangani. Indonesia
percaya bahwa tindakan diskriminasi terhadap rokok kretek impor memang
dengan sengaja dilakukan sebagai satu bentuk proteksi bagi industri rokok

dalam negeri AS.

Kasus ini membuktikan bahwa sebuah negara dapat membuat suatu
UU dengan alasan kesehatan atau alasan lainnya yang kemudian berakibat
menghambat perdagangan atau impor atas suatu barang ke dalam negara
tersebut. Tindakan tersebut ditujukan untuk memenangkan persaingan dagang
atas suatu komoditas di dalam negerinya dan berakibat tersingkirnya pesaing-
pesaing dari luar negeri.

Selain itu persaingan yang tidak kalah hebatnya adalah pesaingan di
antara perusahaan rokok multinasional dengan perusahaan nasional. Dalam
beberapa tahun terakhir, puluhan perusahaan manufaktur rokok berkonsolidasi
dengan empat perusahaan swasta besar: Altria / Philip Morris, British American
Tobacco, Japan Tobacco International, dan Imperial Tobacco. China mengambil
pilihan melakukan monopoli untuk mengontrol industri tembakau/rokok ini.
Monopoli negara terbesar di China dilakukan melalui China National Tobacco
Corporation, dengan pangsa pasar rokok global yang melebihi seluruh pangsa
pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta di negeri itu.

Di sisi lain, perusahaan rokok multinasional secara aktif mengambil alih
perusahaan rokok di negara-negara berkembang, tidak hanya untuk mengontrol
produksi akan tetapi pada saat yang sama juga mengambil alih pasar.! Hal ini
dilakukan oleh British American Tobacco dan Philip Morris, yang melakukan

1 Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor.
Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk
akan diserap oleh pasar. Contoh : Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola,
dan lain-lain. Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti
pengambilalihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bhs. Latin, acquisitio, dari kata kerja acquirere.
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pembelian besar-besaran perusahaan rokok dan tembakau di seluruh dunia,

khususnya di negara-negara berkembang.

Pada tahun 1992 Philip Morris mengambil mayoritas kepemilikan saham
di perusahaan milik negara Ceko, Tabak AS, sebesar 420 juta dollar AS, sebuah
investasi tunggal terbesar oleh perusahaan AS di Eropa Tengah pada saat itu. Pada
awal 1990-an Philip Morris mengambil bagian dalam privatisasi pabrik-pabrik
rokok di negara-negara lain termasuk di Kazakhstan, Lithuania, dan Hungaria.
Tahun 1995, Philip Morris membuka pabrik pertama di Seremban, Malaysia.
Tahun 2003 Philip Morris membuka sebuah pabrik di Filipina, yang merupakan
investasi perusahaan rokok terbesar di Asia pada saat itu. Pada tahun yang sama
Philip Morris mengakuisisi saham mayoritas di Papastratos Tobacco Company
SA, produsen dan distributor rokok terbesar di Yunani. Pada tahun yang sama
pula, Philip Morris memperoleh 74,22 persen dari DIN Fabrika Duvana AD Nis
di Serbia dan per Desember 2007 memegang saham dari perusahaan ini lebih
dari 80 persen. Pada tahun 2005 Philip Morris mengakuisisi PT HM Sampoerna
Tbk di Indonesia dan Compania Colombiana de Tabaco SA (Coltabaco) di
Kolombia. Kedua perusahaan itu adalah produsen rokok terbesar di negara
masing-masing. Tahun yang sama Philip Morris mengumumkan perjanjian
dengan China National Tobacco Company (CNTC) untuk lisensi produksi
Marlboro China dan pembentukan sebuah usaha ekuitas internasional bersama
di luar China. Tahun 2007 Philip Morris membeli 50,2 persen saham tambahan
di Lakson Tobacco Company, Pakistan, dan menjadikannya memegang total

saham menjadi sekitar 98 persen (www.pmi.com).

Demikian juga halnya dengan British American Tobacco, yang pada
tahun 2001 mengumumkan serangkaian investasi baru di negara-negara
seperti Turki, Mesir, Vietnam, Korea Selatan dan Nigeria. Tahun berikutnya
British American Tobacco mengontrol keuntungan dari perusahaan Peru
Tabacalera Nacional dan memenangkan tawaran untuk perusahaan negara
mantan pemonopoli tembakau di Italia, ETI, dan Serbia Duvanska Industrija
Vranje. Tahun 2004 British American Tobacco menggabungkan AS Brown &
Williamson dan R] Reynolds Tobacco Company menjadi Reynolds America,
di mana British American Tobacco mengontrol 42 persen saham. Tahun 2008
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dengan British American Tobacco mengeluarkan dana 1.720.000.000 dollar AS
untuk mengambil alih asset Tekel, perusahaan tembakau negara di Turki. Tahun
2009 British American Tobacco melakukan akuisisi perusahaan kretek terbesar
keempat di Indonesia, Bentoel, dengan nilai pembelian sebesar 580.000.000
dollar AS (www.bat.com).

Telah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar keuntungan yang
diperoleh dari hasil operasi bisnis perusahaan rokok di negara berkembang
umumnya ditransfer ke kantor pusat perusahaan raksasa tersebut di negara-
negara maju. Keadaan ini tentu merupakan kerugian tersendiri bagi negara
berkembang dalam upaya meningkatkan pembentukan modal (capital

formation) di dalam negerinya.

Selanjutnya pemberlakuan pembatasan penggunaan tembakau yang
sangat intensif di dalam negeri negara-negara maju melalui larangan merokok di
tempat umum, larangan iklan, pajak yang sangat tinggi, peringatan kesehatan,
pembatasan ritel dan sebagainya, yang telah mendorong konsumen di negara
maju beralih ke alternatif rokok tanpa asap dan produk yang lebih “sehat”
lainnya. Hampir dapat dipastikan bahwa teknologi pembuatan rokok semacam
ini hingga saat ini dikuasai oleh negara-negara maju. Belakangan rokok jenis-

jenis tersebut telah merambah pasar negara-negara berkembang.

Persaingan dalam industri tembakau dan produk olahannya tidak hanya
melibatkan perusahaan rokok, akan tetapi juga melibatkan perusahaan farmasi
dalam rangka memperebutkan peluang keuntungan di pasar. Para pemain
industri farmasi yang berperan dalam pembuatan produk penghenti merokok
adalah Johnson & Johnson yang memasarkan koyok nikotin dan obat hirup
nikotin dengan merek Nicotrol. Perusahaan farmasi lain yang bermain dalam
industri ini adalah GlaxoSmithKline yang merupakan hasil merger dua raksasa
perusahaan farmasi Glaxo Wellcome, yang memasarkan Zyban (buproprion),
dan SmithKlineBeecham, yang memasarkan koyok nikotin Nicoderm CQ.
Tak ketinggalan Pharmacia & Upjohn yang memproduksi obat anti merokok
Nicorette dan Nicotrol serta serangkaian produk pengganti nikotin, termasuk
permen karet nikotin, koyok transdermal, obat semprot hidung dan obat

hirup. Advanced Tobacco Products, Inc juga telah menjual hak paten teknologi
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nikotinnya yang merupakan basis produk Nicorette/Nicotrol Inhaler. Hoechst
Marion Roussel memproduksi permen karet Nicorette dan koyok Nociderm.
Novartis meluncurkan koyok nikotin Habitrol. Pfizer mengembangkan bahan
baru untuk membantu berhenti merokok, yang dikenal dengan nama CP-526-
555. Dari keseluruhan perusahaan farmasi itu, ada yang menjadi mitra WHO
untuk proyek anti tembakau /program pengendalian tembakau internasional,
yaitu Johnson & Johnson, Pharmacia & Upjohn dan Novartis.

Penelitian Wanda Hamilton (2009) menyebutkan bahwa pada akhir
tahun 2000 penjualan obat berhenti merokok berbasis nikotin di Amerika
bernilai kira-kira 700 juta dollar AS, belum termasuk penjualan Zyban obat
berhenti merokok non nikotin. Angka ini tidak termasuk penjualan global di
luar Amerika yang terus meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat
berhenti merokok adalah bisnis miliaran dolar. Bahkan masih memiliki potensi
laba lebih besar lagi di masa mendatang karena WHO juga telah mendorong

program berhenti merokok secara global.

I1.4. Posisi Indonesia dalam Perdagangan Tembakau dan Rokok

Indonesia merupakan salah satu diantara 10 negara penghasil tembakau
terbesar di dunia saat ini, dengan kemampuan produksi mencapai 2,2 persen
dari total produksi tembakau global. Indonesia berada pada urutan ke tujuh
di bawah AS, Uni Eropa. Negara produsen tembakau terbesar lainnya adalah
China, India dan Brasil, tiga negara yang memiliki perekonomian cukup kuat

ditengah krisis keuangan global yang melanda dunia saat ini.

Kegiatan produksi tembakau dan rokok di Indonesia merupakan salah
satu sektor yang diminati oleh investor, baik investor asing maupun investor
dalam negeri. Data Departemen Keuangan menyebutkan, dalam tahun 2005
unit industri hasil tembakau adalah sebanyak 3.217 perusahaan, dan dalam
tahun 2006 meningkat menjadi 3.961 perusahaan atau tumbuh sebesar
23,12 persen. Data lainnya menyebutkan, unit industri rokok di Indonesia

pada tahun tahun 2008 meningkat menjadi 4.793 perusahaan dan menurun
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menjadi 3.255 perusahaan pada tahun 2009. Penurunan jumlah industri rokok
tersebut disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam hal cukai yang
menyebabkan bangkrutnya ribuan perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan asing terkemuka seperti British American Tobacco
dan Philip Morris adalah pelaku utama dalam kegiatan penanaman modal
di sektor tembakau dan rokok di Indonesia. Selain itu terdapat perusahaan-
perusahaan lokal yang cukup kuat seperti Djarum dan Gudang Garam, yang

terus menunjukkan eksistensinya dalam bisnis rokok.

Meskipun permintaan dan konsumsi rokok baik di tingkat global maupun
nasional terus mengalami peningkatan, namun ironisnya produksi tembakau
dalam negeri mengalami penurunan yang signifikan dalam satu dekade terakhir.
Penurunan terjadi pada seluruh aspek yang terkait dengan pengadaan tembakau

seperti luas areal, produksi dan produktifitasnya.

Tabel IL6.
Luas Areal, Produksi dan Produktifitas tembakau di Indonesia 2000-2006
Luas Areal Produksi Produktifitas
Tahun
(Ha) (Ton) (Ton/Ha)

2000 239737 204329 852
2001 260738 199103 764
2002 256081 192082 750
2003 256801 200875 782
2004 200973 165108 822
2005 198212 153470 774
2006 172234 146265 849
Laju - 6,37 - 5,98 0.39

Sumber : Statistik Perkebunan Tembakau 2005-2007 (Ditjen Perkebunan, 2010)

Seiring dengan menurunnya luas areal produksi tembakau, produksi rokok
di tingkat domestik juga mengalami penurunan. Data di atas memperlihatkan
bahwa luas areal perkebunan tembakau cenderung terus mengalami
penurunan. Laju penurunan mencapai rata-rata sebesar 6.37 persen setiap
tahun. Dibandingkan dengan luas lahan tembakau pada tahun 2000, luas lahan
pada tahun 2006 telah mengalami penurunan sebesar 28,16 persen. Penurunan
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dalam luas lahan menyebabkan menurunnya produksi. Dibandingkan dengan
produksi pada tahun 2000 produksi tembakau pada tahun 2006 telah menurun

sebesar 28,41 persen, atau rata-rata menurun 5,98 persen.

Penurunan produksi tembakau juga terjadi dalam perkebunan besar.
Produksi perkebunan besar mengalami penurunan secara sigifikan dalam 15 tahun
terakhir. Dibandingkan dengan produksi pada tahun 1995, produksi tembakau
oleh perkebunan besar pada tahun 2009 telah menurun sebesar 70,27 persen.

Tabel 11.7.
Produksi Perkebunan Besar Indonesia (Ton), 1995 - 2009*

Tahun Tembakau " Penurunan
1995 9,900
1996 7,100 -28.28%
1997 7,800 9.86%
1998 7,700 -1.28%
1999 5,797 -24.71%
2000 6,312 8.88%
2001 5,465 -13.42%
2002 5,340 -2.29%
2003 5,228 -2.10%
2004 2,679 -48.76%
2005 4,003 49.42%
2006 4,200 4.92%
2007 3,100 -26.19%
2008 2,614 -15.68%
2009* 2,943 12.59%
Total penurunan -77.04%

Catatan :

1). Termasuk produksi yang menggunakan bahan mentah dari perkebunan rakyat
*). Angka sementara

Sumber: BPS.
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Penurunan produksi tembakau nasional menyebabkan penurunan
produksi rokok di negeri ini. Pada tahun 2000 produksi rokok nasional
sebanyak sebesar 239,5 milyar batang, mengalami penurunan hingga hanya
mencapai 192,3 milyar batang pada tahun 2003. Meski meningkat kembali
pada tahun 2007 mencapai 231,0 milyar batang namun masih lebih rendah
dibandingkan produksi tahun 2000. Salah satu sumber menyebutkan tahun
2008 ditargetkan produksi rokok mencapai 240 milyar batang atau meningkat
rata-rata 3,2 persen per tahun dan tahun 2015 ditargetkan produksi rokok
sebesar 260 milyar batang atau meningkat 1,4 persen per tahun. Rencana ini
patut dkritisi terkait penggunaan sumber-sumber impor sebagai bahan baku

rokok, yang terus mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh kebijakan pembukaan
pasar tembakau dan rokok menyebabkan tingginya impor komoditi ini ke
Indonesia. Walaupun ekspor tembakau dan rokok indonesia masih lebih tinggi
dibandingkan dengan impor produk ini, akan tetapi kondisi semacam ini tentu
merugikan ekonomi negara dari sisi perdagangan. Salah satu penyebab utama
tingginya impor tembakau dan rokok juga disebabkan kemampuan produksi

nasional yang tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Tabel 11.8.
Jumlah Ekspor dan Impor Tembakau dan Olahan Tembakau (ribu ton)
Tahun Ekspor Impor (X-M)
2004 67 44 23
2005 84 64 20
2006 95 70 25
2007 93 81 12
2008 109 66 43
2009 —Jan 8 4 4
Peb 9 2 7
Maret 12 5 7
April 10 S 5
Mei 10 3 7
Juni 10 3 7

Sumber : Bank Indonesia, 2010
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Data di atas menggambarkan kecenderungan kuat peningkatan volume
impor tembakau dan produk olehan tembakau di Indonesia. Keadaan ini
tentu tidak menguntungkan, khususnya dari sisi penghematan devisa negara.
Hilangnya devisa disebabkan nlai nilai impor tembakau yang terus meningkat
akan mengorbankan kebutuhan lainnya. Nilai impor tembakau meningkat dari
166,5 juta dollar AS di tahun 2004 menjadi 328,9 juta dollar AS di tahun 2008,
atau meningkat 97,55 persen.

Tabel I1.9.
Nilai Ekspor dan Impor Tembakau dan Olahan Tembakau
(dalam ribuan dollar AS)

Tahun Ekspor Impor (X-M)

2004 207812 166526 41286
2005 290425 235546 54879
2006 325738 237119 88619
2007 410308 312870 97438
2008 502384 328987 173397
2009 -Jan 43183 27405 15778
Peb 43750 14237 29513

Maret 52109 32375 19734

April 49660 30454 19206

Mei 56534 16764 39770

Juni 50060 16943 33117

Sumber : Bank Indonesia, 2010

Berbeda dengan data yang dikeluarkan Bank Indonesia yang menunjukkan
bahwa Indonesia masih mengalami surplus dalam perdagangan tembakau,
data dari statistik perkebunan menunjukkan fakta yang berbeda. Perdagangan
tembakau dan produk tembakau indonesia mengalami defisit yang besar dalam
kurun waktu 2000 sampai dengan 2006. Menurut statistik perkebunan, defisit
perdagangan produk olahan tembakau pada tahun 2006 mencapai 82,12 juta
dollar AS. Laju peningkatan defisit antara tahun 2000 sampai 2006 sebesar
8,68 persen per tahun.
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Tabel 1I. 10.

Nilai Ekspor dan Impor Produk Olahan Tembakau (ribu dollar AS)

Tahun Ekspor Impor Defisit

2000 71.287 114.834 - 43.547
2001 91.404 139.608 - 48.204
2002 76.684 105.953 - 29.269
2003 62.874 95.190 - 32.316
2004 90.618 120.854 - 30.236
2005 117.433 179.201 - 61.768
2006 107.784 189.915 - 82.128

Laju (%/thn) 6,82 7,64 - 8,68

Sumber : Statistik Perkebunan Tembakau 2005-2007 (Ditjen Perkebunan 2010)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Kediri, impor

produk olahan tembakau yaitu impor cerutu dan rokok meningkat tajam.

Dalam lima tahun terakhir, impor cerutu naik rata-rata 197,5 persen per tahun.
Yaitu dari 0,09 juta dollar AS pada tahun 2004 menjadi 0,979 juta dollar AS
pada tahun 2008. Dalam periode yang sama impor rokok naik rata-rata 86,87

persen dari 0,836 juta dollar AS menjadi 4,357 juta dollar AS.

Tabel II. 11.
Nilai Impor Komoditi Tembakau 1999-2005
Ekspor Impor Defisit Nilai
Tahun | Volume Nilai Volume Nilai Perdagangan
(Ton) (000 USS) (Ton) (000 USS) (000 USS)

1999 37096 91833 40914 128021 -36188
2000 35957 71287 34248 114834 -43547
2001 43030 91404 44346 139608 -48204
2002 42686 76684 33289 105953 -29269
2003 40638 62874 29579 95190 -32316
2004 46463 90618 35171 120854 -30236
2005 53729 117433 48142 179201 -61768
( (Z‘t'}‘:n) 7.4 4.6 2.9 6.6 -11.78

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan & Badan Pusat Statistik 2010
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Meningkatnya impor tembakau dan produk olahan tembakau adalah
dilema tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Pada satu sisi ekspor rokok
Indonesia berhadapan dengan berbagai situasi internasional yang menyebabkan
produk Indonesia sulit menembus pasar-pasar negara maju. Seperti kasus
penolakan rokok kretek di AS telah menyebabkan industri rokok Indonesia
kehilangan pasar ekspor yang besar. Sementara produk tembakau asal AS terus
membanjiri pasar Indonesia tanpa mengalami hambatan perdagangan yang

berarti.

Pada sisi lain perusahaan rokok nasional berpindah ke tangan korporasi
internasional, seperti berpindahnya kepemilikan PT Sampoerna ke tangan Philip
Morris dan Bentoel ke tangan British American Tobacco yang mengakibatkan

aliran keuntungan yang diperoleh industri ini mengalir ke negara maju.

IL5. Persaingan dalam Perdagangan Tembakau Internasional

I1.5.1. Subsidi Negara Maju

Besarnya subsidi pertanian di negara-negara maju telah menjadi isu
yang mengemuka dan menjadi perdebatan dalam berbagai perudingan
internasional khususnya di WTO. Namun hingga saat ini negara-negara maju
belum mengurangi secara signifikan subsidi yang diberikan kepada petani dan
perusahaan pertanian mereka, termasuk subsidi bagi petani dan perusahaan
tembakau.

Selama beberapa dekade, Uni Eropa juga telah menerapkan kebijakan
subsidi untuk meningkatkan produksi tembakau. Delapan negara anggota
produsen tembakau di bawah rezim Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Perancis,
Jerman, Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol. Melalui Kebijakan Pertanian
Bersama atau Common Agriculture Policy (CAP), petani tembakau di Uni
Eropa, terutama di Italia dan Yunani, menerima subsidi sebesar 809 juta dollar
AS pada tahun 1998. Sumber lainnya menyebutkan bahwa subsidi untuk
petani tembakau di Uni Eropa saat ini sebesar 2.98 Euro per kg. Meski Komisi
Eropa mengakui bahwa subsidi CAP perlu dievaluasi ulang, dan sistem yang
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sedang ditinjau pada tahun 2002, namun hingga saat ini kebijakan itu menuai
perlawanan petani tembakau. Laporan terbaru menyebutkan bahwa parlemen
Uni Eropa setuju untuk meningkatkan subsidi tembakau hingga tahun 2013.

Di Eropa tembakau adalah tanaman yang paling banyak subsidi per
hektar, dan menyumbang kurang dari 5 persen dari output dunia. Di beberapa
daerah, terutama di Italia, petani mendapatkan subsidi tinggi sambil terus
meningkatkan produksi varietas tembakau yang di ekspor ke luar Uni Eropa.
Sebagian besar tembakau ini, banyak dengan kadar TAR tinggi, diekspor ke
Eropa Timur dan negara-negara berkembang.

Beberapa negara penghasil tembakau terbesar yang memberikan subsidi
untuk tembakau tumbuh termasuk Argentina, Bulgaria, Columbia, Jerman,
Yunani, Italia, Spanyol, Turki, dan juga Brasil, Hongaria, dan Uruguay, yang
memiliki program subsidi umum pertanian yang mencakup didalamnya subsidi
tembakau.

Pemerintah AS sebagai sebuah negara penghasil tembakau terbesar
didunia memberikan subsidi untuk tembakau sebesar 203 juta dollar AS dalam
tahun 2009. Sebuah laporan menyebutkan bahwa dalam tahun 2009, sebanyak
10 persen penerima subsidi tembakau mendapatkan memperoleh pembayaran
sebesar 73 persen dari total subsidi tembakau. Ini berarti bahwa sebagian
besar subsidi diterima oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di
AS. Sepanjang tahun 1995 sampai dengan 2009 Amerika Serikat memberikan
subsidi tembakau sebesar 944 juta dollar AS. Penting diketahui bahwa jumlah
petani tembakau di AS hanya 57 ribu orang dengan tingkat penguasaan tanah
7,2 hektar per petani. Tabel berikut memberikan gambaran tentang besarnya
subsidi langsung yang diberikan pemerintah AS terhadap tembakau dalam 10

tahun terakhir.
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Tabel I1.12.
Subsidi Tembakau di AS (dalam dollar AS)

Tahun Jumlah

2000 345.123.312
2001 129.247.286
2002 4.990.960
2003 51.121.183
2004 5.281
2005 0
2006 0
2007 0
2008 210.697.776
2009 202.918.426
Total 944.104.224

Sumber : http://farm.ewg.org/

Selain itu, terdapat berbagai macam subsidi yang diberikan oleh

pemerintah AS terhadap sektor tembakau. Subsidi tersebut ada yang bersifat

langsung dan tidak langsung, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu

sektor tembakau dari level produksi sampai dengan perdagangannya. Tabel

berikut menggambarkan berbagai bentuk subsidi tembakau di AS dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2009.

Tabel 11.13

Program yang Termasuk Dalam Subsidi Tembakau di AS

Program Total Pembayaran
1995-2009 (dollar AS)
Total Tobacco Transition Payments 413.616.202
Tobacco Loss Assistance — Burley 276.503.782
Tobacco Transition Payment - Flue Cured, Producer 275.124.494
Tobacco Loss Assistance - Fue-cured 193.359.717
Tobacco Transition Payment - Burley, Producer 118.306.979
Tobacco Payment Program - Flue Cured 31.784.637
Tobacco Payment Program — Burley 16.953.557
Tobacco Transition Payment - Fire Cured, Producer 13.221.253
Tobacco Loss Assistance - Fire-cured 4.749.817
Tobacco Transition Payment - Air Cured, Producer 4.380.116
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Tobacco Disaster Assistance 2.696.981
Tobacco Transition Payment - Cigar, Producer 1.833.944
Tobacco Payment Program - Fire Cured 1.499.973
Tobacco Loss Assistance - Dark Air Cured 1.240.946
Tobacco Loss Asst- Cigar Binder/filler 786.273
Tobacco Transition Payment - Va Fire Cured, Producer 680.565
Tobacco Payment Program - Dark Air Cured 530.591
Tobacco Payment Program — Cigar 283.581
Tobacco Payment Program - Virginia Fire Cured 68.899
Tobacco Transition Payment - Sun Cured, Producer 65.163
Tobacco Loss Assistance - Va Sun Cured 23.073
Tobacco Payment Program - Virginia Sun Cured 6.196
Tobacco Transition Payment - Flue Cured, Quota 2.439
Tobacco Transition Payment - Burley, Quota 1.185
Tobacco Transition Payment - Air Cured, Quota 31
Tobacco Transition Payment - Va Fire Cured, Quota 14

Sumber : http://farm.ewg.org/

Catatan : Data untuk 2009 tidak tersedia untuk program-program berikut yang dikelola
oleh NRCS : Environmental Quality Initiative Program (EQIP), Conservation Security
Program (CSP), Wetlands Reserve Program (WRP), Wildlife Habitat Incentive Program
(WHIP), and Farmland Protection Program (FPP). Data untuk program-program ini

akan dimasukkan setelah data diterima.

Pada umumnya, beberapa pemerintah di negara-negara berpenghasilan
tinggi menetapkan harga di atas tingkat harga di pasar dunia, sementara
menahan produksi melalui kontrol suplai. Di AS, Kanada dan Eropa Barat,
pemerintah menetapkan harga minimum untuk setiap jenis tembakau, sebagian
besar didasarkan pada biaya produksi, yang secara signifikan lebih tinggi
dibandingkan harga di pasar dunia (Coady et al 1991;. Joossens dan Raw 1996;
Irvine dan Sims 1997).

Pemberian harga tinggi pada tembakau di AS merupakan strategi untuk
mempertahankan penguasaan pangsa pasar dunia yang besar karena kualitas
yang tinggi. Meskipun harga tinggi mengurangi permintaan luar negeri dan
berpotensi mendorong produsen rokok AS untuk meningkatkan penggunaan

tembakau asing lebih murah dan berpotensi menurun dalam jangka panjang,
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namun pemerintah AS memberikan perlindungan kepada petani melalui

berbagai bentuk insentif langsung.

Upaya untuk menurunkan konsumsi tembakau di AS dipicu oleh Master
Settlement Agreement (MSA) tahun 1998, yang berkontribusi terhadap
penurunan tajam dalam permintaan tembakau yang tumbuh di A.S. Kontributor
utama lainnya terhadap penurunan jangka panjang dalam permintaan domestik
maupun luar negeri adalah program bantuan harga federal, yang membatasi
pasokan dan menaikkan harga tembakau A.S di atas tingkat pasar kompetitif.
Akibatnya, tembakau yang tumbuh di luar negeri menggantikan tembakau AS,

baik di pasar domestik maupun internasional.

Karena penurunan permintaan, para petani meminta dan menerima
kompensasi dan bantuan dari para produsen rokok dan pemerintah federal.
Para produsen, dalam hubungannya dengan MSA, menjanjikan 5,15 milyar
dollar AS dalam pembayaran kepada para petani untuk didistribusikan selama
12 tahun. Selain itu, kongres menyetujui 328 juta dollar AS dalam pembayaran
kerugian tembakau kepada para petani untuk tahun fiskal 2000, 340 juta dollar
AS untuk tahun fiskal 2001, 129 juta dollar AS lainnya untuk tahun fiskal 2001,
dan 55 juta dollar AS untuk tahun fiskal 2003. Selain itu, kerugian pada saham
pinjaman bantuan harga tanaman tahun 1999, sejumlah 625 juta dollar AS,
beralih ke pembayar pajak. Akhirnya, di tahun 2004, sebuah undang-undang
dimunculkan untuk mengakhiri program bantuan tembakau, tetapi dengan
kompensasi untuk pemilik kuota dan para produsen aktif 9.6 milyar dollar AS

(dibayar oleh para produsen).

Beberapa negara Eropa juga menahan produksi melalui kuota, tetapi
secara historis subsidi Eropa telah mendorong produksi tembakau low quality,
yaitu tembakau tinggi tar yang tidak dijual di pasar mereka sendiri. Banyak dari
tembakau Eropa tersebut yang diekspor, sering dengan bantuan subsidi ekspor,
ke Eropa Tengah, Eropa Timur dan Timur Tengah (Townsend 1991; Joossens
dan Raw 1996).

Di Indonesia, subsidi untuk para petani telah lama hilang seiring dengan

pelaksanaan kebijakan neoliberalisme yang kian massif. Sektor pertanian
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merupakan salah satu sektor yang paling dirugikan akibat berbagai agenda
pencabutan subsidi dan kebijakan harga pertanian yang diserahkan kepada
mekanisme pasar. Sementara itu sektor pertanian tembakau praktis tidak
terurus. Padahal pada saat yang sama kebijakan penarikan subsidi pupuk dan
BBM yang diikuti dengan kelangkaan sumber-sumber produksi yang dibutuhkan

petani tembakau telah menyebabkan kerugian yang besar bagi para petani.

I1.5.2. Hambatan Tarif di Negara Maju

Salah satu persoalan yang hendak diatasi dengan liberalisasi perdagangan
internasional atau disebut juga dengan perdagangan bebas adalah hambatan
perdagangan antarnegara dalam bentuk pengenaan tarif khususnya bea masuk.
Bea masuk tersebut diciptakan tidak semata-mata sebagai sumber penerimaan
negara, meskipun pendapatan ini diperlukan, akan tetapi sekaligus untuk
menghambat impor dan melindungi pasar dalam negeri.

Di sektor pertanian pada umumnya negara-negara maju menerapkan
kebijakan yang sangat hati-hati dalam rangka melindungi petaninya dari
tekanan perdagangan bebas. Selain subsidi, kebijakan yang hingga saat ini
masih menjadi sumber perdebatan adalah tarif bea masuk produk pertanian.
Negara-negara maju pada umumnya tidak menunjukkan itikadnya untuk
melakukan liberalisasi perdagangan pertanian melalui WTO atau melakukan

kebijakan yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam WTO.

Tembakau merupakan komoditas perdagangan dengan bea masuk tinggi
ke negara-negara maju, yang menyebabkan negara-negara berkembang sangat
sulit untuk memasuki pasar di negara-negara maju. Di AS, bea masuk untuk
produk tembakau adalah 350%, sementara Kanada mengenakan biaya masuk
tambahan terhadap cerutu dan tembakau melalui pajak cukai federal (pajak ini
merupakan tambahan dari bea masuk). Di Jepang, tarif untuk tembakau dan
sigaret adalah 40 persen, sama dengan tarif untuk industri makanan seperti
margarin, daging kaleng dan olahan daging, permen karet dan berbentuk gula
lainnya, kakao dan coklat bubuk.

Di China perlindungan terhadap produk pertanian sangat bervariasi

melalui tarif yang lebih tinggi dari rata-rata, antara lain, untuk sereal (65 persen
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— 40 persen), gula (50 persen), tembakau (57 persen), dan beberapa minuman
(65% - 42,3%). Selain itu, untuk kasus China, hal utama yang memperkuat
posisi nasionalnya dalam persaingan global di sektor tembakau adalah impor
tembakau tetap berada di bawah monopoli negara. Industri tembakau China
tunduk pada monopoli negara, dengan kontrol atas produksi, pemasaran, dan
perdagangan produk-produk tembakau.

Di Indonesia bea masuk produk olahan tembakau ditetapkan pada
tingkat tarif 40 persen, lebih rendah dari rata-rata tingkat tarif yang berlaku di
AS, China dan Kanada. Kebijakan tarif beamasuk tembakau ditetapkan melalui
peraturan menteri keuangan Nomor 128/PMK.011/2008 tentang penetapan

tarif bea masuk atau impor produk olahan tembakau.

Tabel 1I.15.
Tarif Bea Masuk Tembakau di Indonesia
TARIF
NO.| POS TARIF URAIAN BARANG BIEA MASUK
24.02 Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau
atau pengganti tembakau.
1 {2402.10.00.00 {-Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau 40
2402.20 -Sigaret mengandung tembakau :
2 [2402.20.10.00 |--Beedies 40
2402.20.90 --Lain-lain :
3 |2402.20.90.10 ]---Sigaret kretek 40
4. 12402.20.90.90 [---Lain-lain 40
2402.90 -Lain-lain :
S5 |2402.90.10.00 [(--Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti tembakau 40
6 12402.90.20.00 |--Sigaret dari pengganti tembakau 40
24.03 Tembakau dipabrikasi fainnya dan pengganti tembakau
dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk
kembali"; ckstrak dan esens tembakau,
2403.10 -Tembakau rokok,mengandung pengganti tembakau maupun
tidak, dalam perbandingan berapapun :
--Dikemas untuk penjualan eceran :
7 |2403.10.11.00 |---Tembakau campuran 40
8 [2403.10.19.00 |---Lain-lain 40

Sumber: Bank Indonesia, 2010.
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Kebijakan tarif yang relatif rendah dalam impor tembakau dan produk
olahan tembakau menyebabkan impor tembakau terus mengalami peningkatan,
seperti terlihat di Jawa Timur yang merupkan sentra produksi rokok nasional.
Data BPS menunjukkan, pada Oktober 2010, realisasi impor tembakau di
Jawa Timur mencapai 4,624 juta dollar AS, sementara pada November 2010
bertambah menjadi 17,639 juta dollar AS atau naik 281,4 persen. Menariknya,
negara penyumbang utama bagi kenaikan impor tembakau di Jawa Timur itu
adalah China.

I1.5.3. Hambatan Non Tarif

Selain hambatan tarif, hambatan lainnya yang menjadi masalah terbesar
dalam hubungan perdagangan negara berkembang dan negara maju adalah
hambatan non-tarif atau No#n Tarif Barrier (NTB), yaitu bentuk-bentuk tindakan
membatasi perdagangan dengan menetapkan hambatan perdagangan dalam
bentuk lain yang bukan tarif. Hambatan non-tarif tersebut termasuk kuota,
pungutan, embargo, sanksi dan pembatasan lainnya, yang sering digunakan
oleh negara-negara maju untuk melindungi industri-industri sejenis di dalam

negeri.

Berbagai hambatan non-tarif seperti persyaratan karakteristik produk,
persyaratan penandaan dan persyaratan label, dikenakan pada impor yang
membuat proses penjualan barang ke AS sangat sulit. Ini terjadi di sektor tekstil,
bahan kimia, pertanian, farmasi dan makanan. AS memberlakukan import
licenses untuk ikan, tembakau dan sayur-sayuran, kuota impor untuk gula dan
temabakau. Di sisi lain, untuk memenangkan persaingan di pasar internasional,
AS memberikan subsidi ekspor untuk sayur-sayuran, beras, tepung jagung dan
tepung gandum. Senada dengan yang terjadi di AS, negara-negara maju di Uni
Eropa menyediakan dukungan domestik terhadap produk ikan, memberlakukan
lisensi untuk impor sayuran dan beras, dan menyediakan subsidi ekspor pada

produk-produk tembakau terkait, gandum, beras dan sayuran.
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Berikut ini, nota protes pemerintah Indonesia atas boikot produk rokok

kretek oleh Amerika Serikat seperti disebutkan di website www.wto.org: 2

1. Indonesia prihatin dengan langkah-langkah Pemerintah Amerika
Serikat tentang UU Pengendalian Tembakau dan Pencegahan
Keluarga dari Rokok. Indonesia mempertanyakan apakah
kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Kami memahami Pemerintah AS
telah meneken UU pada 22 Juni 2009. Pada Pasal 907 UU itu
menyebutkan Amerika melarang peredaran semua jenis rokok,
kecuali rasa mentol yang akan berlaku 90 hari setelah UU diteken.

2. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyampaikan bahwa Pasal
907 UU tersebut tidak konsisten dengan prinsip-prinsip umum WTO

soal kebijakan nondiskriminasi serta soal hambatan perdagangan.

3. UU itu melarang produksi atau penjualan rokok yang mengandung
zat adiktif tertentu, termasuk cengkeh, di Amerika Serikat. Tetapi, UU
itu mengizinkan produksi dan penjualan rokok lain, khususnya rokok
mentol. Semua rokok kretek yang dijual di Amerika Serikat, sebagian
besar diimpor dari Indonesia. Sedangkan, hampir semua rokok

mentol yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di dalam negeri.

4. Tidak ada informasi ilmiah atau teknis yang menunjukkan
bahwa rokok kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar
dibandingkan rokok mentol. Apalagi, rokok mentol dikonsumsi
dalam jumlah jauh lebih besar. Pemerintah Indonesia menyatakan
kebijakan tersebut sangat diskriminasi terhadap rokok cengkeh
yang diimpor. Karena itu, UU itu tidak sesuai dan melanggar
kewajiban Amerika Serikat atas kesepakatan WTO. Berikut ini jenis
pelanggaran AS: (A) Pasal 2, 3, 5, dan 7 dari Persetujuan tentang
Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari; (B) Pasal 2 dan 12
dari Persetujuan tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan,

dan (C) Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994.

2

http://bisnis.vivanews.com/news/read/158549-amerika-boikot-rokok-kretek--sikap-indonesia-

43




KRIMINALISASI BERUJUNG MONOPOLI

5. Kami berpendapat bahwa Perjanjian Batasan Teknis Perdagangan

(TBT) mewajibkan Amerika memastikan bahwa produk yang
diimpor dari anggota WTO harus mendapatkan perlakuan tak
kurang menguntungkan ketimbang produk domestik. Perjanjian
ini mewajibkan AS menjamin peraturan teknis yang tak membuat
batasan dan hambatan tak perlu dalam perdagangan internasional.
Perjanjian TBT mengharuskan AS mempertimbangkan informasi
ilmiah dan teknis, serta kebutuhan perdagangan negara berkembang
seperti Indonesia.

. Pemerintah Indonesia meminta Amerika menghapus tindakan

membatasi perdagangan bebas yang terkandung dalam UU
Pengendalian Tembakau 2009 sehingga mengikuti asas “keadilan”
sesuai prinsip-prinsip WTO.

. Mengacu pada Pasal 907 UU Pengendalian Tembakau, Pemerintah

Indonesia meminta Amerika Serikat menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut: (A) Mengapa mentol dipilih sebagai satu-
satunya rasa, ramuan atau rempah-rempah dikecualikan dari
ketentuan ini? (B) Rokok kretek adalah industri penting di
Indonesia. Apakah rokok kretek juga diproduksi di Amerika
Serikat? (C) Bagaimana FDA menafsirkan konsep “karakteristik
aroma” rokok? (D) Rokok banyak mengandung bahan selain
tembakau. Apa mungkin membedakan bahan-bahan tersebut
dari “karakteristik aroma” rokok? (E) Mentol berasal dari bahan
buatan rasa mint, yang juga dari herbal atau rempah-rempah.
Apakah Amerika percaya bahwa rokok mentol tidak masuk dalam
ketentuan Pasal 9072 (F) Secara fisik, rokok yang mengandung
cengkeh dan mentol dengan zat aditif rasa herbal mempunyai
sifat menenangkan. Tujuan akhir dari rokok cengkeh dan mentol
adalah sama, yakni menjadi asap tembakau. Kenapa harus
dibedakan? (G) Tujuan utama dari UU adalah mengurangi anak
muda merokok. Namun, bukti yang ada menunjukkan banyak
pemuda merokok mentol ketimbang rokok kretek. Apakah Anda
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punya data yang bertentangan bahwa anak muda mengonsumsi
rokok cengkeh lebih besar ketimbang rokok mentol? (H) Apakah
Anda mengetahui adanya studi ilmiah yang menunjukkan bahwa
rokok kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar dari
rokok mentol? (I) Beberapa rokok beraroma lain yang dilarang
(misalnya, cherry, strawberry, coklat) dipasarkan untuk menarik
pemuda. Rokok cengkeh telah terjual selama puluhan tahun dan
tidak dipasarkan bagi pemuda karena dijual di toko-toko khusus
tembakau. Apakah Anda punya bukti iklan spesifik rokok kretek
yang menarik bagi remaja? (J) Larangan rokok kretek didasarkan
pada studi dan peraturan oleh FDA untuk rokok mentol. Mengapa
untuk melarang rasa lainnya tetapi didasarkan mempelajari dan
mengatur rokok mentol?

I1.5.4. Desakan meningkatkan Cukai

Di samping menghadapi aneka bentuk proteksi dan hambatan
perdagangan di negara-negara maju, industri tembakau di negara-negara
berkembang, termasuk di Indonesia, juga mendapatkan tekanan demi tekanan
dari lembaga-lembaga internasional. Salah satu kebijakan utama lembaga
keuangan internasional dan organisasi kesehatan dunia dalam membatasi
penggunaan tembakau dan produk olahannya di negara-negara berkembang
adalah dengan mendorong kenaikan pajak (cukai) tembakau secara terus
menerus. Kebijakan ini dimaksudkan agar produksi dan konsumsi tembakau

dapat berkurang sekaligus.

Upaya untuk menaikkan cukai tembakau dilakukan dengan berbagai
cara. baik melalui tekanan politik, utang luar negeri, maupun melaui perjanjian
internasional. Upaya mendorong kenaikan cukai sangat tampak dalam seluruh
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, IMF dan WHO.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan Bank Dunia yang berjudul
Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control,
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menyatakan bahwa kebijakan menaikkan harga rokok merupakan strategi
utama yang harus dilakukan untuk menurunkan konsumsi tembakau. Laporan
tersebut menyatakan, dari pengalaman berbagai negara didapatkan bukti yang
menunjukkan bahwa menaikkan harga rokok sangat efektif untuk menurunkan
permintaan terhadap rokok, sehingga Bank Dunia merekomendasikan pajak
yang lebih tinggi untuk mendorong penghentian dan pencegahan kegiatan
merokok. Pajak yang tinggi juga akan mencegah sejumlah mantan perokok
kembali merokok dan menurunkan besarnya konsumsi rokok bagi orang-orang
yang masih merokok. Rata-rata peningkatan 10 persen harga per bungkus
rokok diharapkan dapat menurunkan permintaan rokok sekitar empat persen
di negara-negara berpendapatan tinggi dan sekitar delapan persen di negara-
negara berpendapatan rendah dan menengah, di mana pendapatan rendah

cenderung membuat orang lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Kesimpulan dari laporan tersebut menegaskan, strategi yang perlu
disusun dalam rangka membatasi konsumsi tembakau oleh negara-negara yang

memperoleh utang dari Bank Dunia adalah:

(1) Meningkatkan pajak dengan menggunakan ukuran kenaikan
yang digunakan oleh negara-negara yang melaksanakan kebijakan
pengawasan terhadap tembakau secara komprehensif, agar konsumsi
tembakau menjadi jauh berkurang. Di negara-negara tersebut besarnya

pajak adalah dua pertiga atau empat perlima dari harga eceran rokok;

(2) Menerbitkan dan menyebar-luaskan hasil-hasil penelitian tentang efek
tembakau pada kesehatan, menambahkan label peringatan keras pada
rokok, melarang iklan dan promosi [rokok] secara menyeluruh, dan
membatasi kegiatan merokok di tempat-tempat kerja atau tempat-

tempat umum; dan

(3) Memperluas akses pada pengganti nikotin (NRT) dan terapi terapi
penyembuhan ketagihan yang lain.?
Selanjutnya dalam lampiran laporan tersebut dimuat pandangan IMF yang

menyatakan bahwa menaikkan cukai tembakau sering dimasukkan sebagai

3 http://wwwl.worldbank.org/tobacco/pdf/indonesian.pdf
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komponen program stabilisasi yang didukung IMF untuk negara-negara yang perlu
memobilisasi tambahan pendapatan dari pajak sebagai upaya mengurangi defisit
anggaran. Walaupun cukai terhadap produk-produk tembakau mungkin ditingkatkan
terutama untuk menaikkan pendapatan negara, namun ada juga keuntungannya

dilihat dari segi kesehatan sebagai akibat menurunnya konsumsi rokok.

Di sisi lain, organisasi-organisasi internasional di bawah payung PBB
diharuskan meninjau kembali semua program dan kebijakan mereka yang
ada untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap tembakau mendapat
perhatian besar di dunia. Lembaga-lembaga ini mensponsori penelitian
mengenai penyebab, konsekuensi, dan biaya merokok serta efektifitas biaya
suatu intervensi yang dilakukan pada tingkat lokal. Mereka terus menekankan
pentingnya pengawasan terhadap tembakau yang melampaui batas-batas

negara, termasuk dengan mempromosikan FCFC.

Dalam kasus Indonesia, kebijakan menaikkan cukai tembakau di dalam
negeri tampaknya menjadi ruang bertemunya kepentingan negara-negara maju
dan perusahaan-perusahaan rokok multinasional dengan pemerintah Indonesia.
Kebijakan ini memberi manfaat bagi pemerintah mendapatkan keuntungan
langsung dari peningkatan penerimaan negara dari cukai, sementara bagi
perusahaan multinasional kebijakan ini akan memberi tekanan besar terhadap
industri rokok nasional. Itulah sebabnya mengapa setiap kali pemerintah
mengambil kebijakan menaikkan cukai rokok, maka ratusan perusahaan
rokok mengalami kebangkrutan seketika. Sebuah penelitian menggambarkan,
bila cukai rokok dinaikkan 10% (simulasi 1B) maka akan terjadi penurunan
konsumsi rokok yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai output
yang dialami industri rokok sebesar Rp. 1.299.947.992.718. Penurunan
nilai output rokok menjadi sebesar Rp. 5.378.096.315.865 bila cukai rokok
dinaikkan sebesar 50% (simulasi 2B). Adapun kenaikan cukai rokok sebesar
100% (simulasi 3B) akan membuat nilai output industri rokok mengalami
penurunan sebanyak Rp. 10.095.867.387.868.* Penurunan produksi rokok
umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, sementara perusahaan-

4 Ratri Windaningsih, Peningkatan Cukai Rokok sebagai Langkah Subsidi Silang untuk Peningkatan
Industri Kecil dan Menengah (IKM) Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
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perusahaan besar cenderung lebih fleksibel dan relatif lebih dapat menyesuaikan

diri menghadapi tekanan dari kenaikan cukai.
Kenaikan Cukai Picu PHK Ribuan Pekerja Pabrik Rokok di Malang
MALANG-Media Indonesia, 2 Februari 2009

Kenaikan tarif cukai rokok melalui Per